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E-mail: indhar.wahyu@ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengulas relasi antara organisasi masyarakat sipil/civil
society organization (CSO) dengan pemerintah dalam upaya memperkuat
praktik demokrasi. Tujuan telaah itu untuk memperlihatkan bahwa CSO
dan pemerintah telah berkolaborasi dalam konsolidasi demokrasi melalui
pembangunan olahraga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa Liga Santri Nusantara (LSN) merupakan bentuk
pembinaan potensiolahragabagiparasantridi Tanah Air. Selainitu, kompetisi
sepak bola itu juga menjadi sarana bagi Rabithah Ma’ahid Islamiah Nahdlatul
Ulama (RMI NU) dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk berpartisipasi dalam
konsolidasi demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan LSN menjadi bentuk
dari konsolidasi demokrasi di Indonesia dalam tiga aspek penting. Pertama,
konsolidasi itu berlangsung dalam aspek partisipasi terhadap perumusan
kebijakan penyelenggaraan LSN, kedua dalam hal implementasi kebijakan
penyelenggaraan LSN, dan ketiga dalam pembentukan saluran aspirasi
bagi RMI NU dan NU. Konsolidasi demokrasi itu menyisakan hambatan
dan tantangan setelah dalam pelaksanaan LSN terdapat miskoordinasi dan
misadministrasi. Partisipasi CSO dalam program pembangunan pemerintah
ternyata tidak serta-merta berperan penting bagi konsolidasi demokrasi.
Partisipasi CSO yang sesuai dengan regulasi dan kewenangan justru
menempati kedudukan lebih penting daripada sekadar keterlibatan yang
malah melemahkan praktik demokrasi di Tanah Air.

Kata Kunci: civil society, sepak bola, pesantren, kemenpora, olahraga, analisis
wacana kritis
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Abstract

The present study investigates the relation between civil society organization
(CSO) and government in dealing with the attempts to strengthen democratic
practice. The aim of the study is to illustrate that CSO and government has
collaborated in democratic consolidation through sports development. The
study implemented qualitative research method with the approach of critical
discourse analysis. The result of the study revealed that Liga Santri Nusantara
(LSN -Indonesian Students’ League) was a type of sport trainings for potential
students in Indonesia. In addition, the football competition was also a means
for Rabithah Ma’ahid Islamiah Nahdlatul Ulama (RMI NU) and Nahdlatul
Ulama (NU) to participate in democratic consolidation in Indonesia. LSN was
a form of democratic consolidation in Indonesia that encompassed three key
aspects. First, the consolidation took place on the aspect of participation in
formulating the policy of how to manage the performance of LSN, the second
was on the implementation of the policy, and the last was on the forming room
for RMINU’s and NU’s ideas. The democratic consolidation left some hurdles
and challenges while there was a miscoordination and misadministration. The
CSO participation in government’s development programs did not simply
play a prominent role for the democratic consolidation. The participation that
obeyed the regulations and authorities had a significant position that was
way more important than any involvement that even weakened the practice
of democracy in Indonesia.

Keywords: civil society, football, boarding school, Ministry of Youth and Sports
Affairs, sports, critical discourse analysis

Pendahuluan

Liga Santri Nusantara (LSN) bukan hanya merupakan praktik pembinaan
olahraga sepak bola usia muda, tetapi juga merupakan gugatan atas peminggiran
negara terhadap pesantren. LSN menjadi wadah bagi peneguhan eksistensi
pesantren di Indonesia melalui kompetisi sepak bola. Tidak mengherankan apabila
pada setiap penyelenggaraan LSN tahun ketiga penyelenggaraan LSN antusias
para peserta selalu mengalami peningkatan. Pada tahun pertama penyelenggaraan
kompetisi itu terdapat 280 kesebelasan berpartisipasi. Angka itu terus meningkat
hingga tercatat sebanyak 1.049 pesantren dari 34 provinsi yang terlibat di kompetisi
tersebut pada tahun 2018. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pada waktu
itu, Imam Nahrawi, menyatakan bahwa LSN penting untuk menjadi wadah bagi
para santri agar dapat menjadi atlet yang mengharumkan nama bangsa (Bachrain
2017; Firdaus 2017). Kondisi-kondisi ini memperlihatkan bahwa LSN sebagai
fenomena sosial yang penting untuk diteliti.

Penelitian mengenai olahraga sebagai alat untuk memperkuat praktik
demokrasi telah dilakukan para akademisi. Kategori penelitian yang pertama
merupakan riset yang berhasil memperlihatkan perlawanan kelompok sosial
dalam memperjuangkan identitasnya di hadapan negara, seperti identitas ras,
jenis kelamin dan orientasi seksual (Claringbould dan Knoppers 2008; Griffin
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2012; Towler, Crawford, dan Bennett 2020). Penelitian Pat Griffin sebagai contoh,
menunjukkan sejumlah tantangan dan hambatan untuk memperjuangkan
kesamaan kedudukan kelompok lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT) di
sektor olahraga. Kategori penelitian kedua memuat penelitian-penelitian yang
melakukan perubahan sosial menggunakan olahraga (Giulianotti et al. 2019;
Kaufman dan Wolff 2010). Penelitian dalam kategori ini salah satunya dilakukan
Richard Giulianotti, riset itu memperlihatkan penggunaan olahraga sebagai
instrumen untuk membangun perdamaian antarkomunitas yang berlainan.
Kategori ketiga berisi riset-riset yang telah menunjukkan mengenai keberhasilan
olahraga sebagai sarana untuk menolak atau mendukung sebuah kebijakan
negara (Giulianotti 2011; Kilcline 2017). Riset dalam kategori ini menunjukkan
bahwa olahraga berperan penting dalam memberikan peluang bagi protes-protes
yang dilakukan masyarakat sipil terhadap berbagai kebijakan negara. Penelitian
Chatal Kilcine misalnya, memperlihatkan protes terhadap kebijakan negara
dalam menyelenggarakan event olahraga raksasa dalam kaitannya dengan faktor
ekonomi, lingkungan dan masalah sosial. Pemetaan terhadap ketiga kategori
tersebut di atas memperlihatkan aspek yang masih luput dari kajian akademisi,
yaitu upaya untuk memperkuat demokrasi melalui kompetisi olahraga.

Penelitian ini berusaha untuk berkontribusi dengan jalan memberikan
sumbangan ulasan mengenai konsolidasi demokrasi melalui kompetisi olahraga
yang melibatkan lembaga pendidikan berbasis agama. Tulisan ini didasarkan
pada argumen bahwa LSN merupakan sebuah praktik untuk memperkuat praktik
demokrasi di Indonesia. LSN merupakan sebuah usaha untuk memberikan ruang
bagi pesantren agar dapat terlibat dalam pembangunan olahraga di Indonesia.
Argumen tersebut akan diperlihatkan melalui sejumlah bukti pendukung yang
telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung.

Metode

Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
analisis wacana kritis (AWK). Salah satu kekuatan pendekatan AWK berada dalam
kemampuannya untuk mengulas masalah sosial dengan jalan memperlihatkan
bagaimana wacana memproduksi atau mereproduksi dominasi sosial. Selain itu,
analisis wacana kritis juga membuka peluang untuk memperlihatkan perlawanan
terhadap dominasi yang telah mapan (van Dijk 2001:96;, Haryatmoko 2016:79).
Keunggulan itulah yang dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk menunjukkan
proses pertarungan wacana dengan tujuan memperkuat praktik demokrasi di
Indonesia. AWK dalam penelitian ini mengacu kepada model Teun van Dijk yang
menghubungkan diskursus dengan kognitif dan masyarakat (van Dijk 2001:97).

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen untuk
menghubungkan diskursus, kognitif dan masyarakat. Dokumen dalam riset ini
berupa rekaman pembukaan LSN tahun 2017, unggahan Instagram akun LSN,
artikel berita LSN di media massa online, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
artikel jurnal, dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen
itu dikumpulkan kemudian dipilah dan dipilih berdasarkan teknik penentuan
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sumber data yang dilakukan secara saksama.

Pemilihan sumber-sumber data dalam riset ini menggunakan teknik kritik
ekstern dan intern. Kritik ekstern berkaitan dengan penyaringan dokumen dengan
pertanyaan apakah dokumen itu otentik, siapa pembuatnya, bagaimana bahasa
dan bentuknya serta dari mana sumbernya. Sedangkan kritik intern berkaitan
dengan pertanyaan tentang apakah isi dokumen tertentu dapat diterima sebagai
kenyataan (Kartodirdjo 1997:59). Melalui teknik-teknik itulah data dalam penelitian
ini diperoleh dan diolah untuk memperoleh simpulan penelitian.

Diskusi dan Analisis

Kick off LSN

LSN merupakan kompetisi sepakbola yang melibatkan peserta dari berbagai
pondok pesantren yang berada di Indonesia. Pondok pesantren dalam konteks
ini mencakup pusat-pusat kegiatan keislaman yang disebut pesantren di Jawa
dan Kalimantan Selatan; pondok di Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan sebagian
Sumatra; Dayah di Aceh; dan surau di Sumatera Barat (Azra, Afrianty, dan
Hefner 2007:288; Priyatna 2020:25). Kompetisi itu pertama kali dilaksanakan
pada tahun 2015 di bawah pengelolaan Kementrian Pemuda dan Olahraga
(Kemenpora). Di tahun pertama penyelenggaraan kompetisi tersebut, Kemenpora
menjadi penyelenggara tunggal. Selanjutnya pada tahun kedua pelaksanaan LSN
Kemenpora bekerja sama dengan Rabithah Ma’ahid Islamiah Nahdlatul Ulama (RMI
NU), yaitu asosiasi pondok pesantren seluruh Indonesia yang berafiliasi dengan
organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU).

LSN berlangsung sebagai tindak lanjut dari kerja sama antara Kemenpora
denganNU.Kolaborasikedualembagatersebutsetelahterdapat NotaKesepahaman
antara Ketua Pengurus Besar NU (PBNU) dengan Menpora Republik Indonesia
di Pondok Pesantren Mabaul Maarif Denanyar, Jombang Jawa Timur, Selasa 4
Agustus 2015 (Kurniawan 2015). Nota kesepahaman itu juga menjadi awal dari
kewenangan RMI NU sebagai operator LSN pada tahun 2016, dengan pendanaan
yang berasal dari anggaran Kemenpora. Pada pelaksanaan LSN 2017, terungkap
dana yang dianggarkan Kemenpora sebesar delapan miliar rupiah.

Jumlah peserta LSN selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
Kompetisi sepak bola itu melibatkan 280 kesebelasan di tahun pertama
penyelenggaraannya. Jumlah peserta itu melonjak tajam di tahun 2016 menjadi
sebanyak 830 tim yang berpartisipasi. Setahun berikutnya jumlah tim yang
bersaing di liga itu bertambah menjadi 1.024 kesebelasan. Di tahun 2018 jumlah
tim yang berlaga dalam kompetisi tersebut sebanyak 1.049 tim. Jumlah peserta
itu mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 800 kesebelasan saja (Arifa, Puji,
dan Humas Jateng 2018; Jabbar 2019). Sedangkan penyelenggaraan liga itu pada
tahun 2020 ditunda pelaksanaannya sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang
merajalela di Nusantara.

Sistem pelaksanaan LSN terbagi ke dalam dua tingkatan, yaitu level regional
dan level nasional. Tingkatan pertama disebut sebagai region, pada tahun ketiga
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penyelenggaraan LSN terdapat 32 region yang tersebar di 34 provinsi di seluruh
Indonesia. Di region-region itu perwakilan dari 23.000 Pondok Pesantren yang
berada dikoordinir RMImelangsungkan pertandingan untuk memperebutkan tiket
di level nasional. Kick off liga diselenggarakan di wilayah luar Jawa, selanjutnya
seri nasional pelaksanaannya berlangsung di Pulau Jawa. Pada tingkat nasional
hanya tersisa 32 kesebelasan yang berlaga untuk memperoleh predikat sebagai
Juara LSN.

Proses untuk menentukan kesebelasan yang menjadi Juara LSN memerlukan
fase yang panjang. LSN harus melangsungkan 1.032 pertandingan di tingkat
region dan nasional untuk menentukan juara pertama. Secara rinci terdapat
992 pertandingan di babak penyisihan (pertandingan di tingkat region) dan 40
pertandingan di seri nasional. Jumlah pertandingan sebanyak itu menempatkan
LSN sebagai liga sepak bola terbesar di Indonesia.

Kompetisi sepakbola sebesar itu diselenggarakan dengan tujuan yang
telah ditentukan. Tujuan penyelenggaraan LSN itu tampak dari slogan yang
diusung: ‘Dari pesantren untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)'.
Berdasarkan slogan itu, LSN diproyeksi untuk menjadi wadah bagi santri agar
dapat berkontribusi bagi NKRI. Secara praktis, penyelenggaraan LSN diarahkan
sebagai ajang untuk mengelola potensi para santri di bidang olahraga.

Urgensi Penyelenggaraan LSN

Penyelenggaraan LSN berdasarkan slogan ‘Dari pesantren untuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)" mengarah kepada upaya memfasilitasi
pengembangan pondok pesantren dalam bidang sepak bola. Penjelasan mengenai
tujuan penyelenggaraan LSN diberikan oleh para aktor sentral kompetisi ini di
acara launching pada tahun 2017. Acara itu merupakan acara yang penting sebab
menghadirkan Menpora, Ketua PBNU, inisiator LSN, dan Ketua Penyelenggara
LSN yang sekaligus menjabat sebagai Ketua RMI. Dalam kegiatan itu para aktor
tersebut terdapat penjelasan mengenai asal mula penyelenggaraan LSN.

Penyelenggaraan LSN di tahun 2015 tidak terlepas dari inisiasi yang diawali
oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Pada saat itu, Muhaimin menduduki jabatan
sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Muhaimin menyampaikan
bahwa gagasan penyelenggaraan LSN bermula dari kegelisahannya saat melihat
kondisi persepakbolaan di Tanah Air. Permasalahan itu dipandang Muhaimin
perlu segera diselesaikan dengan solusi yang melibatkan santri.

Persepakbolaan Indonesia pada waktu itu menurut Muhaimin kerap
menghadapi permasalahan. Permasalahan persepakbolaan tersebut meliputi
problematika yang berkaitan dengan kualitas pemain dan pertandingan sepak
bola, maupun penyelenggaraan kompetisi sepak bola di tingkat nasional. Kualitas
pemain sepak bola Indonesia dipandang bermasalah terkait dengan kaliber
keterampilan olah bolanya yang masih kalah apabila dibandingkan dengan
pemain-pemain dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Selain itu,
Muhaimin juga menyoroti tentang konflik antarsuporter yang kerap terjadi
sepanjang penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Tanah Air. Terlebih lagi
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sumber rekutmen pemain sepak bola untuk atlet profesional yang berkualitas juga
menjadi kendala besar di Tanah Air.

Muhaimin menjelaskan penyelenggaraan LSN di Indonesia digagas juga
berkaitan dengan aspek di luar pembinaan sepak bola. Pertama, penyelenggaraan
LSN menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan pesantren ke khalayak.
Pondok pesantren memiliki sumber daya yang besar dalam menghasilkan santri
yang memiliki potensi di bidang agama, sains, teknologi dan juga olahraga. Kedua,
Muhaimin menengarai tidak ada pengelolaan yang sistematis dari Kementrian
Agama dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pesantren di sektor
olahraga. Potensi santri yang berlimpah secara kuantitas dan kualitas masih perlu
dikelola Kemenpora mengingat dua institusi pendidikan yang lain belum memiliki
program terencana untuk pengembangan sepak bola di pondok pesantren.

Menpora Imam Nahrawi sebagai Menpora pada waktu itu menindaklanjuti
gagasan Muhaimin dengan menggelar LSN sebagai rangkaian perayaan Hari Santri
Nasional tahun 2015. Imam menyampaikan bahwa LSN harus diselengarakan
secara rutin agar potensi santri pondok pesantren bisa bangkit dan terlibat dalam
tanggung jawab mengibarkan Sang Saka Merah Putih melalui sepak bola. Hal
itu selaras dengan slogan dari LSN “Dari Pesantren untuk NKRI'. Secara konkret,
Kemenpora secara mandiri menyelenggarakan kompetisi sepak bola antarpondok
pesantren pada tahun 2015 dan selanjutnya bekerja sama dengan RMI di tahun
201e6.

Pernyataan Menpora pada waktu itu selaras dengan penjelasan dari Ketua
Panitia Nasional LSN, Abdul Ghofarrozin (Gus Rozin). Abdul menyampaikan
bahwa maksud dari penyelenggaraan LSN adalah sebagai wadah bagi santri
untuk mengembangkan potensinya di bidang sepak bola. Lebih lanjut, Abdul
juga menyampaikan bahwa LSN juga menjadi cikal bakal bagi kelahiran para
pemain sepak bola profesional di Tanah Air. Untuk memperkuat keyakinan itu,
Abdul menyebutkan pula nama Muhammad Rafli Mursalim sebagai pemain-
pemain berprestasi di LSN yang berhasil masuk di dalam Tim Nasional Indonesia
kelompok usia di bawah 19 tahun.

Penyelenggaraan LSN yang berorientasi kepada pencarian bakat santri
yang piawai bermain sepak bola untuk kepentingan Tim Nasional Indonesia juga
menjadi perhatian bagi Ketua PBNU, K. H. Said Agil Siraj. Pernyataan tersebut
dapat dicermati dalam kutipan berikut ini:

“Tadi sudah disinggung oleh Pak Mentri bahwa kita semua sedih, kita
semua prihatin kalau hanya gara-gara permainan olahraga sampai ada
korban. Siapanamanya yang mati dua hari yang lalu Andrean ya. Jangan
sampai terjadi di tengah-tengah LSN. Tunjukkan kita tidak seperti
mereka, kita punya kelebihan. Insyaallah ke depan akan menghasilkan
pemain-pemain yg profesional, masak dari berapa santri, 6 7 juta 4 juta
yang santri masak cari 11 aja tidak ada pasti ada 11 aja kok.”

Pernyataan Said memperlihatkan bahwa LSN menjadi kompetisi yang
berpotensi menghasilkan pemain-pemain sepak bola profesional dari santri
pondok pesantren.
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Pernyataan Said juga memperlihatkan bahwa penyelenggaraan LSN
berhubungan pula dengan aspek di luar sepak bola. Dari pernyataan di atas
tampak bahwa Said menempatkan LSN sebagai pembeda antara pemain sepak
bola santri dengan bukan santri. Said menjelaskan karakter santri yang tanggubh,
kokoh, tegar, tapi tetap ber-akhlakul karimah. LSN menurut Said pada dasarnya
memperkuat pembangunan karakter kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia
terutama umat Islam khususnya warga NU. Penyelenggaraan LSN maka dari itu
bukan sekedar pembentukan wadah bagi santri untuk mengembangkan potensi
sepak bola, namun juga untuk pembentukan karakter bangsa.

Para aktor sentral dalam penyelenggaraan LSN memiliki variasi pandangan
terhadap penyelenggaraan kompetisi sepak bola tersebut. Pada saat launching LSN
2017, sejumlah tokoh itu memberikan pandangannya masing-masing terkait tujuan
penyelenggaraan LSN. Perbedaan pandangan itu terjadi antara Menpora, Ketua
PBNU, Inisiator LSN dan Ketua Penyelenggara LSN yang sekaligus menjabat
sebagai Ketua RMI. Variasi cara pandang itu secara rinci dapat diamati di tabel

berikut ini:
Tabel 1
Perbedaan Cara Pandang Terhadap Penyelenggaraan LSN

Nama Kedudukan Pemikiran tentang Tujuan LSN

Ketua Panitia | Kita mempunyai lebih dari dua
Abdul Ghofarrozin | Nasional LSN/Ketua | juta kader yang bisa dicari sebagai
RMI NU | kader pemain sepak bola nasional.

Sumber daya manusiaituberlimpah
di kalangan pesantren. Pesantren
yang tua juga belum banyak
Muhaimin Iskandar Inisiator LSN | diketahui oleh banyak pihak punya
bibit-bibit berbagai bidang: ilmu
agama, sains dan teknologi, dan
tentu saja bibit pemain olahraga.

Agar potensi santri pondok
pesantren betul-betul bisa bangkit

Menpora | danbisa terlibat secara penuh dalam
(periode 2014-2019) | tanggung jawab mengibarkan
Sang Saka merah putih lewat
sepakbola.

Tunjukkan bahwa ber-LSN ini
kita ~mampu  menunjukkan
kepada pihak lain kita ini Islam
Said Agil Siraj | Ketua Umum PBNU | yg damai, Islam yang berakhlak,
Islam yang jauh dari radikalisme
apalagi sampai terorisme melalui
persepakbolaan ini’

Imam Nahrawi

Sumber: pidato launching LSN 2017.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa para aktor sentral tersebut di atas memiliki
tujuan tertentu pada saat terlibat dalam penyelenggaraan LSN. LSN di satu
sisi merupakan wadah bagi santri untuk mengembangkan keterampilan dan
potensinya di bidang olahraga. Di sisi lain, para aktor sentral itu juga berpikir
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bahwa LSN merupakan ajang pembentukan karakter-karakter yang penting bagi
santri dan warga negara melalui kompetisi sepak bola.

Relasi Civil Society dan Negara dalam LSN

Uraian di bagian sebelumnya memperlihatkan mengenai LSN,
penyelenggaraan dan tujuan yang hendak disasar. LSN merupakan kompetisi
sepakbola yang diselenggarakan Kemenpora bekerja sama dengan RMI NU.
Kompetisi tersebut melibatkan ribuan tim sepak bola dari pondok pesantren di
seluruh Indonesia. Kompetisi itu menjadi wadah bagi pengembangan potensi para
santri dalam bidang sepak bola sekaligus instrumen untuk menanamkan karakter-
karakter tertentu. Uraian mengenai sejumlah aspek tersebut memperlihatkan
urgensi LSN untuk diulas lebih lanjut di bagian ini.

Kolaborasiantara RMINU, NU dengan Kemenpora dalam menyelenggarakan
LSN memperlihatkan kerja sama yang dilakukan antara organisasi masyarakat
sipil atau civil society organization (CSO) dengan negara. CSO dalam konteks ini
mengacu kepada lembaga yang kedudukannya berada di antara keluarga dan
negara; memfasilitasi kepentingan-kepentingan privat, publik dan bersifat suka
rela; serta membatasi intervensi pemerintah dan negara (Bruce dan Yearly 2006:33;
Diamond 1994:5; Hadi 2010:118; Usman 2002:382). RMI NU dan NU memenuhi
kriteria-kriteria itu sehingga dapat dikategorikan sebagai CSO.

Hubungan CSO dengan negara yang bersifat kolaboratif semacam tampak
dalam LSN merupakan fenomena menarik. Pada konteks Indonesia, kerja sama
semacam ini tidak ditemukan sebelum Reformasi. Di masa itu, CSO kerap
menempati kedudukan sebagai kelompok yang dihadap-hadapkan dengan militer.
Kelompok militer, melalui implementasi Dwi Fungsi ABRI, menjadi kepanjangan
tangan dari rezim Orde Baru. Pemerintah ‘militer’ Orde Baru itulah yang banyak
ditentang oleh masyarakat sipil, terutama mahasiswa (Fakih 1999:2-3).

CSO menempati posisi penting di masa transisi Orde Baru menuju Reformasi.
Pada masa yang disebut sebagai transisi demokrasi, CSO menempati kedudukan
utama dalam menggulingkan rezim-rezim otoriter. Proses penggulingan rezim itu
meliputi aksi protes, demonstrasi dan berbagai unjuk rasa di jalanan (Hadiwinata
2005:4). Pada masa Reformasi, para mahasiswa menjadi inisiator bagi gerakan
masyarakat untuk menggulingkan rezim Orde Baru setelah berkuasa selama 32
tahun itu. Setelah rezim otoraritarian pimpinan Soeharto berhasil digulingkan, Era
Reformasi memperlihatkan relasi antara CSO dengan negara yang memiliki pola
berbeda.

Relasi antara CSO dengan negara pada masa Reformasi dan pasca-Rreformasi
mengalami perubahan. Pola hubungan antara CSO dengan negara bukan lagi
bersifat yang dominatif, seperti pada saat negara mendesak semua organisasi
menerima asas tunggal Pancasila dan partai politik keislaman melebur ke dalam
Partai Persatuan Pembangunan (Hefner 1993:32). Relasi antara CSO dengan negara
berlangsung secara sejajar dengan ciri khas kerap terjadi ketegangan (tension) di
antara keduanya. Dengan ketegangan semacam itu, resistensi masyarakat sipil
terhadap negara relatif tinggi intensitasnya. Akan tetapi, negara tentu saja masih
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belum lupa dengan cara represif untuk menangani resistensi semacam itu (Imam
2007:42). Perubahan pola itu juga memungkinkan terjadinya perebutan pengaruh
antara negara, pasar dan CSO yang mendekati kedudukan seimbang satu sama
lain (Harjo 2019:43).

Relasi antara CSO dengan negara yang bersifat sejajar tampak dalam konteks
pembangunan Pasca-Orde Baru. Negara mulai melibatkan CSO dalam kebijakan-
kebijakan politik dan implementasi kebijakan selepas rezim otoritarian Soeharto.
Keterlibatan CSO dalam pengambilan kebijakan dan praktik desentralisasi
merupakan pilar utama dalam reformasi pemerintahan, terutama di negara-negara
sedang berkembang seperti Indonesia (Ito 2011:413-14). Praktik semacam itulah
yang sedang kita saksikan dalam penyelenggaraan LSN sebagai bentuk kolaborasi
antara RMI NU, NU dengan Kemenpora.

Kolaborasi antara CSO semacam RMINU dan NU bersama pemerintah dalam
posisi yang sejajar merupakan aspek yang penting di dalam negara demokrasi.
Keberadaan CSO merupakan bagian penting dari proses konsolidasi demokrasi
(Linz 1996:7). Konsolidasi demokrasi merupakan proses penggabungan sejumlah
elemen untuk memfasilitasi demokrasi meluas di berbagai segi kehidupan,
sehingga warga negara tidak berkeinginan mengganti sistem ini dengan model
pemerintahan yang lain (Diamond 1994:15; Nugroho 2001:26). Dengan demikian,
kolaborasi antara CSO dan pemerintah itu pada prinsipnya merupakan sebuah
proses untuk memperkuat praktik demokrasi di Indonesia.

Kolaborasi penyelenggaraaan LSN yang melibatkan RMI NU, NU dan
Kemenpora dapat memperkuat demokrasi di Indonesia tampak setidaknya dari
tiga aspek utama. Ketiga aspek itu antara lain perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, dan membuka jalur untuk menyalurkan kepentingan kepada
pemerintah. Keterlibatan CSO semacam RMINU dan NU dalam pembinaan sepak
bola di Tanah Air itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
dan pelaksanaan program pembangunan pemerintah. Partisipasi CSO itulah yang
dapat memperkuat jalannya demokrasi di Indonesia.

Pertama, konsolidasi demokrasi tampak pada konteks keterlibatan RMI NU
dan NU dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan LSN. Ketiga lembaga
itu melakukan kolaborasi untuk menentukan regulasi yang berkaitan dengan
penyelenggaraan LSN. Regulasiitu mengatur ketentuan mengenai peserta, operator
liga, sampai ke jadwal pertandingan. Kerja sama semacam itu tidak mungkin
terjadi pada rezim Orde Baru, sebab semua keputusan berada di tangan negara.
CSO dimasa itu tidak memiliki ruang untuk merumuskan kebijakan bersama-sama
negara. Imbasnya negara menjadi dominan dalam proses perumusan kebijakan.
Parisipasi CSO dalam perumusan kebijakan semacam itu yang membedakan
proses perumusan kebijakan di masa Orde Baru dan setelahnya.

Partisipasi CSO dalam perumusan kebijakan dapat memperkuat demokrasi
di Indonesia. Keterlibatan dalam perumusan kebijakan membuka peluang bagi
CSO untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang
dan pemusatan kekuasaan serta mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam
melakukan pengawasan terhadap negara (Mercer 2002:8). Partisipasi dalam
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merumuskan kebijakan pembinaan sepak bola terhadap santri pondok pesantren
telah meningkatkan keterlibatan RMI NU dan NU dalam melakukan pengawasan
terhadap pemerintah agar tidak menyalahgunakan wewenang.

Kedua, konsolidasi demokrasi juga terjadi pada saat RMI NU menjalankan
kebijakan pembinaan sepakbola para santri. RMI NU menempati posisi penting
sebagai operator liga yang menyelenggaraan lebih dari seribu pertandingan
di seluruh Nusantara. Terlebih lagi, RMI NU juga melibatkan ribuan pondok
pesantren yang berada di bawah koordinasinya untuk terlibat dalam kompetisi
sepakbola LSN. Keterlibatan RMI NU dengan cara itu merupakan bentuk konkret
dari pelaksanaan kebijakan pembinaan sepak bola di lembaga pendidikan
Indonesia.

Ketiga, partisipasiRMINU dan NU dalam membukajalur untuk menyalurkan
kepentingan merupakan bentuk penguatan demokrasi. RMI dan NU melalui
keterlibatannya dalam penyelenggaraan LSN menjadi salah satu cara untuk
mendesakkan kepentingannya. Pondok pesantren menempati posisi pinggiran
dan dipandang tidak setara dengan sekolah formal sejak masa pendudukan
Belanda (Syarif 2019:117). Kondisi inilah yang sedang diubah melalui kompetisi
sepakbola bertajuk LSN. Keikutsertaan RMI NU dalam mengelola LSN menjadi
salah satu cara untuk mencapai kepentingan kelompok asosiasi pondok pesantren
yang berafiliasi dengan NU.

Partisipasi LSN sebagai strategi untuk mencapai kepentingan tertentu
terlihat dari pernyataan Ketua RMI dan Ketua PBNU. Pada saat peluncuran LSN
2017 keduanya memberikan penjelasan bahwa kompetisi sepak bola itu lebih dari
ajang untuk mengembangkan potensi santri di bidang olahraga saja. Pernyataan
tersebut dapat dicermati dalam kutipan-kutipan berikut ini:

“Tunjukkan bahwa ber-LSN ini kita mampu menunjukkan kepada
pihak lain kita ini Islam yg damai, Islam yang berakhlak, Islam yang
jauh dari radikalisme apalagi sampai terorisme melalui persepakbolaan
ini” (Said Agil Siraj-Ketua Umum Tanfidziyah PBNU).

“Kami menaungi lebih dari 23 ribu pesantren dari 28 rb pesantren
seluruh Indonesia. Yang ada di bawah RMI itu ada 23rb pesantren,
dengan jumlah santri lebih dari 4 juta orang. Ini ya yang cukup banyak
dan dari 4 juta orang itu saya kira lebih dari 2 juta diantaranya adalah
santri laki-laki. Berarti kita mempunyai lebih dari 2 juta kader yang
bisa dicari sebagai kader pemain sepak bola nasional. Ini jumlah yang
saya kira luar biasa” (Abdul Ghofarrozin- Ketua Panitia Nasional LSN/
Ketua RMI NU).

Pernyataan Said di atas memperlihatkan LSN sebagai salah satu cara untuk
menunjukkan bahwa NU memiliki karakter yang berbeda dengan kelompok
lain. Sedangkan pernyataan Abdul menunjukkan ‘kekuatan” yang dimiliki RMI
dalam hal jumlah sumber daya manusia yang dikelola. Pernyataan Said yang
memperlihatkan karakter bersifat kualitatif dilengkapi dengan pernyataan Abdul
yang berbentuk kuantitatif. Keduanya menekankan bahwa CSO yang dipimpinnya
layak diperhitungkan pemerintah dalam memperkuat praktik demokrasi di
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Indonesia.

Tiga aspek partisipasi RMI NU dan NU di atas memperlihatkan upaya untuk
memperkuat demokratisasi di Indonesia. Keterlibatan CSO dalam melakukan
pembangunan, melakukan pengawasan dan menyuarakan kepentingan kelompok
di hadapan negara merupakan aspek penting dalam konsolidasi demokrasi.
Keterlibatan CSO semacam itu diarahkan untuk membangun batasan bagi negara
dalam menyelenggarakan pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan
wewenang.

Hambatan dan Tantangan Penyelengaraan LSN

Hasil penelitian yang memperlihatkan kerja sama antara Kemenpora
dengan RMI NU merupakan aspek yang tidak diprediksi sebelumnya. Kolaborasi
keduanya menjadi temuan menarik sebab pada dasarnya pelaksanaan kompetisi
sepak bola itu merupakan perwujudan dari tanggung jawab Kemenpora untuk
melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN). Dalam regulasi itu, tercantum kewajiban
pemerintah untuk melaksanakan pembinaan terhadap olahraga, termasuk
pembinaan olahraga yang berlangsung di ranah pendidikan (Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2005:pasal 22). Secara teknis, mandat
itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan (PPPK). Ketika menghubungkan temuan dengan
regulasi itulah aspek tidak terduga dari pengelolaan LSN ini muncul.

Dalam PPPK tertulis pedoman untuk melaksanakan pembinaan dan
pengembangan olahraga pendidikan. Pada Pasal 26 Ayat 6 terdapat
penjelasan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga menjadi menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan agama
dilaksanakan bersama secara koordinatif dengan Menteri yang sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Presiden Republik Indonesia 2007:12).
Artinya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga
pendidikan pesantren, maka Kemenpora harus berkoordinasi dengan Kementrian
Agama. Akan tetapi bentuk koordinasi semacam itu tidak pernah disinggung
Menpora dalam launching LSN yang dilakukan pada tahun 2017.

Konsolidasi demokrasi yang dilakukan Menpora melalui penyelenggaraan
LSN pada akhirnya menuai masalah. Permasalahan ini dipicu oleh hasil
pemeriksaan yang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2019. BPK
menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan dana yang dilakukan RMI.
Dana yang bersumber dari Kemenpora itu ditengarai dikelola dengan cara yang
tidak semestinya. BPK menemukan terdapat 2,04 miliar rupiah dana yang belum
terserap pada Desember 2017. Seharusnya dana itu sudah harus digunakan untuk
operasional LSN. Selain itu BPK juga menemukan transaksi yang dinilai fiktif
sebesar 392 juta rupiah. Dengan demikian total dana yang ditengarai bermasalah
sejumlah 2,4 miliar rupiah (Kresna 2019).

Abdul sebagai Ketua Ketua Panitia Nasional LSN menanggapi hasil
pemeriksaan tersebut. Abdul menjelaskan bahwa dana yang diterima dari
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Kemenpora terbagi menjadi dua termin. Pembagian fase pencairan itu berimbas
pada panitia harus mencari ‘dana talangan” untuk pembiayaan LSN tahun 2017.
Setelah dana dari Kemenpora diperoleh secara keseluruhan, uang tersebut
digunakan untuk mengganti dana pinjaman tersebut. Abdul menambahkan
bahwa pihaknya harus mengembalikan uang sebesar 150 sampai 200 juta rupiah
yang terbukti merupakan nota fiktif untuk penyediaan biaya transportasi dan
akomodasi selama LSN. Pihak Kemenpora melalui asisten Deputi Pengembangan
Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Kemenpora menyebut nominal yang
berbeda dengan Rozzin, yaitu sekitar 300 juta rupiah yang harus dikembalikan
ke kas negara. BPK juga memiliki versi sendiri tentang nominal yang harus
dikembalikan pengelola LSN. BPK meminta RMI mengembalikan 2,4 milyar
rupiah ke rekening negara (Kresna 2019).

BPK pada tahun 2019 merekomendasaikan LSN dihentikan pelaksanaannya.
RMI NU mengabaikan rekomendasi itu dan tetap menyelenggarakan LSN dengan
pembiayaan yang dilakukan secara mandiri. LSN tahun 2019 diselenggarakan RMI
NU tanpa kerja sama dengan Kemenpora maupun Kementrian Agama. Peserta
LSN mengalami penurunan di kompetisi mandiri itu. Jumlah region yang terlibat
hanya sebanyak 28 dengan total peserta sejumlah 800 tim sepakbola dari berbagai
pondok pesantren (Jabbar 2019). Di sisi lain, Menpora pada waktu itu juga terjerat
kasus korupsi. Imam ditangkap KPK pada 18 September 2019 dengan tuduhan
telah menerima uang sebanyak 26,5 miliar rupiah dari Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI). Berdasarkan atas kecurangan itu Imam dihukum tujuh tahun
penjara dan denda sebanyak 400 juta rupiah (CNN Indonesia 2020).

Penyelenggaraan LSN pada tahun 2020 juga mengalami kendala yang krusial.
Kendala itu tidak berhubungan dengan aspek adminsitratif atau pendanaan
kompetisiitu. Pelaksanaan LSN di tahun itu harus terhenti bukan karena kolaborasi
antara RMNINU dengan Kemenpora yang dibatalkan. Penyelenggaraan LSN 2020
berdasarkan Surat Keputusan Panitia Nasional pada tanggal 28 September 2020
ditiadakan. Penyelenggaraan Seri Regional dan Seri Nasional LSN 2020 ditunda
hingga tahun 2021 dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi di Tanah
Air.

Kesimpulan

Ternyata partisipasi civil society dalam program pembangunan pemerintah
yang selama ini dibayangkan selalu memperkuat konsolidasi demokrasi tidak
benar adanya. Konsolidasi demokrasi yang terjadi menurut penelitian ini lebih
disebabkan oleh partisipasi dalam merumuskan dan implementasi kebijakan
pemerintah serta penyaluran kepentingan CSO yang sesuai dengan regulasi.
Partisipasi CSO dalam program-program pembangunan pemerintah tidak serta-
merta mengarahkan praktik demokrasi menjadi lebih kuat. Apabila partisipasi
dalam konsolidasi demokrasi dilakukan tanpa perencanaan yang matang, maka
upaya itu justru akan memperlemah praktik demokrasi di negara Indonesia.
Dengan demikian, prinsip konsolidasi itu tetap harus berdasarkan pada gagasan
untuk menjadikan demokrasi sebagai the only game in the town.
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Mengingat krusialnya temuan penelitian ini, maka pembuat kebijakan perlu
untuk merumuskan pola kolaborasi antara CSO dengan pemerintah. Kolaborasi
antara CSO dengan pemerintah pada prinsipnya merupakan bagian penting dalam
konsolidasi demokrasi. Apabila pola kolaborasi itu tidak dirancang dan diawasi
secara saksama, maka kerja sama antara dua lembaga itu justru berpotensi untuk
menjauhkan negara dari kondisi yang demokratis. Kerja sama antara CSO dengan
pemerintah yang tidak terencana secara sistematis dapat menjadi ancaman baru
bagi praktik demokrasi, terutama dengan adanya praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme. Maka dari itu, pemerintah dan CSO perlu menentukan pola kolaborasi
yang dapat menyokong proses konsolidasi demokrasi secara menyeluruh.

Akan bermanfaat untuk melanjutkan penelitian tentang kolaborasi antara
CSO dengan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan olahraga. Aspek
ini perlu dipelajari lebih lanjut untuk menemukan kelebihan dan kelemahan
kolaborasi antara CSO dan pemerintah dalam pembangunan negara. Temuan itu
diperlukan untuk merumuskan pola kolaborasi antara kedua lembaga tersebut
dalam menjalankan fungsi sebagai pilar-pilar utama dalam negara demokrasi.
Dengan adanya temuan mengenai pola kolaborasi semacam itu, diharapkan
proses kolaborasi antara CSO dengan pemerintah sebagai upaya untuk konsolidasi
demokrasi akan berlangsung lebih berdaya guna.
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